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BAB IV 

PENliTUP 

4.1. KESIMPULAN 
Dari penjeJasan di atas mengenai aspek hukum penyelesaian 
sengketa kepailitan di pengadilan niaga menurut Undang-Undang nomer 4 
Tahun 1998 dapat diambil kesimpulan : 
1. 	 Dengan adanya penambahan dan perubahan yang dilakukan datam 
Undang-Undang Kepailitan maka prosedur sengketa kepailitan di 
Pengadilan Niaga jauh berbeda dengan jalur peradilan yang lambat, 
mahal dan kurang efektif seperti pada UJ11umnya. 
2. 	 Proses penyelesaian sengketa kepailitan melalui Pengadilan Niaga 
merupakan sistem peradilan yang efektif dan efisien, hal ini 
dikarenakan adanya pengintegrasian sistem manajemen ke dalam 
sistem peradilan. 
4.2. SARAN 
Dengan melakukan perubahan dan penambahan ke dalam Undang­
Undang Kepailitan diharapkan sesuai dengan apa yang kita cita­
citakan yaitu sistem peradilan yang cepat, murah, sederhana serta 
terbuka dengan motivasi hukum yang Jayak, akan tetapi hal ini tidak 
terlepas daTi peran para pelaksana di dalam praktek sebab bagaimana 
bagusnya suatu peraturan jika peraturan itu tidak dilaksanakan dengan 
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